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Pendahuluan

• BPIP berkomitmen mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang 
transparan, akuntabel, partisipatif.

• Laporan ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban PPID BPIP 
atas pelaksanaan layanan 
informasi publik 2024.

• Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.



Dasar 
Hukum

• 1. UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik

• 2. PP No. 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan UU KIP

• 3. Perki No. 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan 
Informasi Publik

• 4. Keputusan Kepala BPIP 
tentang Penetapan PPID 
dan PPID Pelaksana.



Struktur 
Organisasi 
PPID BPIP

Atasan PPID: 
Sekretaris Utama 

BPIP

PPID Utama: 
Kepala Biro 

Fasilitasi Pimpinan, 
Humas, dan 
Administrasi

PPID Pelaksana: 
Kepala 

Pusat/Biro/Satuan 
Kerja

Tim Pengelola 
Informasi & 

Dokumentasi: Staf 
Bagian Humas dan 

Dokumentasi



Capaian 2024 
–

Permohonan 
Informasi 

Publik

Informasi Diterima & Diberikan: 35 
(100% tepat waktu)

Informasi Ditolak: 2 (sesuai Pasal 17 UU 
KIP)

Dalam Proses/Keberatan: 0 (tidak ada)

Layanan melalui email ppid@bpip.go.id, 
portal bpip.go.id/layanan-informasi, dan 
meja layanan PPID.



Informasi 
Berkala

BPIP rutin 
memperbarui 

informasi publik di 
situs www.bpip.go.id:

- Profil dan struktur 
organisasi

- Program dan 
kegiatan pembinaan 

ideologi Pancasila

- Laporan keuangan 
dan kinerja

- Informasi 
pengadaan 
barang/jasa

- Informasi publik 
lainnya.



Informasi 
Serta-
Merta

Selama 2024 BPIP merilis 
informasi:

- Isu kebangsaan dan 
toleransi

- Klarifikasi hoaks mencatut 
BPIP

- Pernyataan resmi pada 
momentum nasional.



Informasi 
Setiap 
Saat

Dokumen publik yang dapat diakses:

- Renstra BPIP

- RKA

- LAKIP

- Hasil kajian & kegiatan pembinaan 
ideologi Pancasila.



Inovasi & 
Penguatan 

Kelembagaan

1. Optimalisasi Website PPID BPIP

2. Publikasi Daftar Informasi Publik 
(DIP) Digital

3. Pelatihan PPID Pelaksana

4. Integrasi e-Monev Komisi 
Informasi Pusat

5. Kolaborasi antar-PPID K/L.



Kendala & 
Tantangan

- Kapasitas SDM 
PPID Pelaksana 
belum merata

- Keterbatasan 
infrastruktur 

digital

- Permintaan 
verifikasi cepat 

isu media sosial.



Rencana 
Tindak 
Lanjut 
2025

1. Peningkatan 
kapasitas & 

literasi 
informasi PPID 

Pelaksana

2. Digitalisasi 
mekanisme 

layanan publik

3. Penguatan 
koordinasi 

dengan Komisi 
Informasi Pusat

4. 
Pengembangan 

Dashboard 
Layanan 

Informasi Publik 
BPIP.



Penutup

• BPIP berkomitmen 
meningkatkan transparansi 
& akuntabilitas publik.

• Keterbukaan informasi = 
kepercayaan masyarakat & 
integritas pemerintahan.

• Landasan nilai: Pancasila 
sebagai roh tata kelola 
beretika dan berkeadilan.



Jakarta, Desember 2024

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, 
Hubungan Masyarakat, dan 
Administrasi

selaku PPID Utama BPIP

Mahnan Marbawi


